
1. U*d,;mg-Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang 
P•9:rrn·1ben.tukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
Tei:lg,gara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

11 . 
19i?9 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Intldnesia Nomor 1822); 

I' I · 2. Undarig-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
~)~f1J[elenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari 
K,qp.1psi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
R~p1~blik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tamb~an 
Neg4,ra Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. U~dang-·undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keµangan Negara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4·. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Perneriksaan Pengelolaan Dan Tanggung J awab 
Keii{:1.ngan . Negara (Lembaran Negara Republik 
Inddnesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lernbaran 

! • I 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 
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· b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf 
b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dalam 
Pe,ra1turan Daerah Kabupaten Konawe Tentang 
Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek. 

I 

bahwa i untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 7 ayat 
(2) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 
Tahun ! 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu 

. I . 
dengan ditetapkannya, maka perlu diatur besarnya 
Retribusi Izin Trayek dalam Wilayah Kabupaten 
Konav .. ·I= dengan Peraturan Bupati Konawe; 
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5. lJndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagairnana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, 
tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 
32 , Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor :33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerinta.h pusat dan 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7.. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas i dan Angk:utan Darat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor so2s:1; 

'8 .. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 
clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lerribaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Norn:ori 140, Tambaha.n Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

.10. Undang-undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 
Pem ben tukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia 
Nornor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang 
Angkutan Jalan (Lernbaran Negara Republ:ik Indonesia 
Tab un ' 1993 Nomor 59, Tambahan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 

! ! i • 12. Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang 
'I ' Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara 

Reip\1blik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan 
Ta[Jin!bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 3529); · 

13. Pe;1:·aituran Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang 
I<i:hiiaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik 

, 11 , 

Indonesia Tahun Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan 
! I I 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
'I I Nornor 3530); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang 
P~nibahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi 
Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 103}; 

15. Pera'turan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

I 
Nomor 4578); 

' 
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MEMUTUSKAN 
i ' 

PE~JRJ.~1,'URAN BUPATI KONAWE 'X'ENTANG PENETAPAN 
BEa~IhlY.A TAllUF RETR1HUSI IZIN TRAYEIC i i 

i 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pernerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 737)~ 

17. Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nornor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor Nomor 5161); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
Sebagaimana telah di Ubah Terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Pcraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 
2007 :Tentang Kewenangan Pernerintah Kabupaten 
Konawe Dalam Pembangian Urusan Pemerintahan 
(LDKKTahun 2007 Nomor 44); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 
2010 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah 
K.abupj3.ten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 Tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah (LOKI( Tahuri 2010 Nomor 84); 

21. Peraturan daerah kabupatcn Konawe Nomor 4 Tahun 
2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 101); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 
Tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan 

! Kepala' Daerah; 
i 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daera.h (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 
19.93 Tentang Persyaratan Ambang Batas Layak Jalan 
Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta 
Tempelan, Karoseri, Bak Muatannya serta Kornponen - 

I· I komporiennya: 
25. K~j:>lhtusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 

199d3 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 
26. K~p~1tusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 

2004 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor; 
'. ! I 

!I 
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Pasal 1 I 
I 
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Dalam Peraturan Bupati 1~n~ yang di maksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe; 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe serta Perangkat Daerah Kabupaten 

Konawe sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe: 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Ka bu paten: Konawe; 
6. Perangkat Daerah adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada 

Pernerintah Kabupaten Konawe; 
7. "Lernbaga Teknis adalahi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe; 
8. Pejabat adalah Pegawaiyang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan 

Perundan.g ~ undangan 'yang berlaku; 
9. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 

rangka me+berikan iizin kepada Orang Pribadi atau Badan Usaha yang 
dimaksudk8fn. unt:uk pernbinaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasanJ i atas . \{egiatan pemamfaatan ruang serta penggunaan 
sumberdayai dllam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna 

I melindungi k<J:pentir.1~an urnum dan menjaga kelestarian lingkungan; 
1011. Kendaraari 4ct8:1ah sur3.tu ~iarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan 

1 
bermotor Cfahjt1dak byrmoitor; 

111. Kendaraari /Bermotor adalah Setiap kendaraan yang digerakkan oleh. 
peralatan mekanik berupsi rnesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel; 

12J. Retribusi D~e~·al1 yang ~elanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan 
i Daerah sebi}gcii pembayaran atas jasa atau pernberian izin tertentu yang 
! khusus disedi:j3.kan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
: kepentinganl o!t-ang Pribadi atau Badan Usaha; 

13\. Wajib Retribtu\\i adalah o'.rang Pribadi .atau Badan Usaha yang menurut 
Peraturan Pbr1imdang - . undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 

• pembayarani 
1n/fttibusi, '. tqrmasuk pungutan atau pemotongan retribusi 

. tertentu; l1 , . 1 I 
14;. Jasa adalaH Kegiatan pem.erintah Daerah berupa usaha dan pelayanan 

: yang menydb!Jbkan b¥ahg, fasilitas, atau kemarnfaatan lainnya yang 
i dapat dinikrh1-h oleh Or~n1g-Pribadi atau Badan Usaha; 

J.5. Jasa Umu:rn\ atialah jasa fang disediakan atau diberikan oleh Pernerintah 
) D_a~rah ~1tulljl tujuan l~e~>ei:itingan dan kemamfaatan umum sert~ dapat 
: dinikrnati 9le~ Orang Pribadi atau Badan Usaha; 

16l Masa Retribusi adalah suJtu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
i waktu bagi if ajib R:<::t.tib'usi untuk memamfaatkan jasa dart perizinan 
! t~rtentu da~ remeript:?11 Daerah yang bersangkutan, yang lamanya 5 
(luna) tahun; . · i . 

17. Surat Setoran \ Retribili.st Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 
bukti pembayaran at~1u penyetoran re~busi yang telah dilakuk~ dengan 
menggunakan I formi:q;r atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas 

. Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; 
18. Masa Registrasi adalhl'.1 suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 

j bat~s wa;k~u Bagi '7:"~ih Retribusi untuk meregistrasi perizinan terten:u 
1 dan Pem~nntf Da~rf:~jya-?;g bersangkutan, yang_ lamanya_ 1 (~atu) tahun, 

19. Surat Ketetapan Re.tiwfousti Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD 
adalah Surat !Ketetapah Retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
Pokok Retribusi yang t'et·utang; 
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BAB I 
lKE1'EJ.llTUAN mlUM 



.. 
Retribusi Izin Trayek meliputi : 
a. fain Trayek Angkutan Perkotaan; 
b. fain Trayek Angkutan Pedesaan; 
c. Izin Trayek Angkutan Perbatasan. 

I. 
Wajib Retribusi Izin Trayek adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang 
merrurut kete:ntu~p Perundang - undangan · Retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pernb ya.ran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan 
Retribusi Izin Tray _k. 

. I ; 
I 

I 

I BAB III 
I . GOLOJMGA.l'i RETlRIBUSl !ZIN TRA YEK 
I: 
i ! 
! · Pasal 6 : 

PASAL 5 

i Pasal 4 
' i 

Subyek Retribusi \rzi:n Tr~yek adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang 
rnenggunakan · jafa an~kutan dan kegiatan pernamfaatan ruang serta 
per;iggunaan surnberdaya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas 
tertentu yang disediakan Pernerintah Daerah. 

I 
I 
I 

Objek Retribusi Izin Trayek' adalah pemberian izin kepada Orang Pribadi atau 
Badan Usah.a. unt:uk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum 
pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam daerah. 

Pasal 3 

Dengan Nama Retribusi Izin Trayek di pungut retribusi sebagai pembayaran 
atas pernberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi atau Badan Usaha untuk 
menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau 
beberapa trayek tertentu dalarn daerah. 

Pasal 2 ' ! 

i lBAB II 
NAMA, lo:BJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat 
SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang rnenentukan jumlah 
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 
dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang; 

21. Surat Tagihan: Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD adalah 
Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/ atau denda. 

! . 



' 
( 1) Prinsip dari i Sasaran dalarn Penetapan Tarif Retribusi Izin Trayek 

didasarkan lp:cj.da tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya 
penyelenggara lpemberian izin yang bersangkutan; 

(2) Biaya penyel1e!n.ggararu1. pernberiari izin sebagairnaria dimaksud pada ayat 
(1) meliputi 1p~inerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan 
hukurn, ~enat::ausahaa.11, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan 
biaya dampak negatifdari pemberian izin tersebut. 

Pasal 10 

BAB VI 
P:R.JLI'\l{HP DAN SAS.ARAN DALAM PENETAPAN TAR.IF 

Ii RETIUBUSI IZIN TRA YEK 
I' 

Setiap penerirnaan Izin Trayek bani rnaupun penggantia.n yang lama, karena 
hilang, rusak a4r1. lain - lain dikenakan biaya sebagai berikut: 
a. Izin Trayek IBJn.l tarif.sebesar Rp. 100.000,- / unit; 
b.; Iz~n Trayek t~nggand~ yang lama tarif sebesar R~. 100.000,- / unit; 
c. -lzin Trayek m~lang tarif sebesar Rp. 100.000,- / unit; 
d. Izin Trayek Rusak tarif sebesar Rp, 100.000,- / unit. 

Pasal 9 

l?asal 8 i I : . 
:, 
': 

(1) St:ruktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan umum penumpang 
dan daya angkut; 

(2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sebagai berikut : 
a. Izin Trayek Angkutan Perkotaan tarif sebesar Rp. 100.000,- / Tahun; 
b. Izin Trayek Angkutan Pedesaan tarif sebesar Rp. 100.000,- / Tahun; 
c. Izin Trayek Angkutan Perbatasan tarif sebesar Rp. 100.000,- / Tahun. 
d. Besarnya.Tarif Retribusi Izin Trayek Angkutan Perkotaan, Pedesa.an dan 

Perbatasan dibayar setiap 1 (satu) tahun berjalan. 
: 

( 1} Tingkat Pengguna J asa di ukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan 
dan jenis angkutan umum penumpang; 

(2) Tingkat Pengguna .Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
berdasarkan pada jurnlah kendaraan yang diperbolehkan (JBB) maupun 
biaya penggan,tian m,it:erial kelengkapan Izin Trayek. 

i l; ! 
:1 I 
'I I , I 
; i 
!, BABV 

STRUK:TUH.i o'A!\f BESA.RAN T ARJF IZIN RETRIBUSI 
I/ ' ! I , 

l?asal 7 

I' 
11 
J'. i BAB IV 

C,A~RA MElliGUE:UR 1'INGKAT pgNGGUNA JASA 

: ; 
I: 
I I 



I Pasal 13 
i ! 

(1) Retribusi yang terutarig dipungut di Wilayah Kabupaten Konawe; 
(2) Retribusi diJpungut derigan menggunakan SKRD atau dok:umen lain yang 

dipersamakan; : 
(3) Dokumen t' in yang idipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat beru a karcis, !hlpon atau kartu langganan; 
(4) Dalam hal ajib retribusi tertentu tidak: membayar tepat pada waktunya 

atau kura1gl membayar.. dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2 · % (dua pdrsen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang 

, ·· tidak atau ~ljrang di bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD; 
(5) Penagihan lrftribusi! terµtang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

I didahului 1d ngan Surat Teguran; 
(6) Tata cara p«hl:1.ksan~dn pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati Kotuiwe. I ; 
· I t 

I i 
i I 

i BABX I . 
':rA1,'.A CARA PEMBAY ARAN I : . 

I ' ' ; 

1 
; i Pasal 14 

. I ' I ! 
(1) Pembayarar lri~tribusi baeriah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain 

yang ditunjukll sesuai .Jra1hu yang ditentukan dengan menggunakan Surat 
:'...l I I ib . D I Af1 Keteta.pan 1ieff1 us1 a1er~ . ; . . . . . 

(2) Dalam. hal peri1bayc}.l"a.n; yang dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, m~a 
, hasil peneriajaan :ret:rib~lsi daerah harus disetor ke Kas Daerah palmg 

Iambat 1 (sltn) hari keijaiberikutrtya . 
. i I 

I 

!i I i DAB Vlll 
; I JPENET APAN RETEUBUSI 
11 I 

I 11 I Pasal 12 

(l) Besa.mya rethbusi ! itJrutang ditetapkan dengan menerbitkan Surat 
Ketetapan Retribusi rb1abr~ atau Dokumen lain yang dipersamakan; 

(2) Apabila Surat] Kete:t,{pJu1 Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meng~ami:rt~ubahan mengenai da~a baru ata_u d~ta yang belum 
terungkap yang men~p~>abkan penambahan jumlah retribusi yang terutang 
maka dikeluarkan SMRDKBT. 

11 ; 
'I ii 
! I ; 

'' I I j 

'! ! BAB IX 
. (.l'.'A.TA CARA PEMUNGUTAN 

, I l . 

' i ' 

i 

I
I I 

; I 

: : I 

I I i : BAB VII 
MA.St ,~ZIN TRAMK DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

I 11 I : : Pasal 11 
I I I I i I ' 

(1 Masa Beria.JN!rzin Trayek Angkutan Perkotaan, Pedesaan clan Perbatasan 
adalah 5 (limi~ tahun terb'itung sejak tanggal pembayaran; 

(2} Setiap Izin Tf"~yek Angkiitan Perkotaan, Pedesaan dan Perbatasan wajib 
! diregistrasi ul,Ang setiap tahunnya; 

(~-3~ Sa.at Terutangnya Retrib{1si adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau 
' dokumen lain yang dipersamakan. 

I ' . 
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I: Pasal 19 
\: ' . 

Hal - hal yang b;eltl1m. di atur dalarn Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai 
pelaksanaannyal alb.n diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Konawe. 

. BAB XIII 
KE;'I;ENTUAN PENUTUP 

(1) Instansi ya~g rneiaksanakan pernungutan retribusi dapat diberi insentif 
atas dasar Pfr:,tcapaiar~ kinerja tertentu: 

(2) Pemberian ~n.!sentif sebagairnana dima.ksud pada ayat (1) ditet:apkan 
melalui Angg,a!ra.n Peridapatan dan Belanja Daerah; 

1:3). Tata cara p~111nberian. dan pernanfaatan insentif sebagaimana dimaksud 
: pada Ayat (J.) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedornan 
kepada Pera[u'ran Perundang -- undangan. 

I 

Pasal 13 

EIAB XII 
•INSENTIF PEMUNGUTAN 

1)) Tarif Retribusi dapat ditinjau kernbali paling lama 5 (lima) tahun sekali; 
(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan mernperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian 
daerah; 

(3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
'dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 17 I : 

HABXI 
J?Ji::tlTINJAUAN TARIF RETRIBUSI 

11) Pernbayaran retribusi: isi::bagaimana yang clirnaksud pada Pasal 15 ayat (1) 
diberikan tanda bukti pembayaran; 

l~) Setiap perrtbayaran di:ca!tat dalam buku penerimaan. 
! 
I 

Pasal 16 

I ! 
(1) Pembayaran' rl~tribusi harus dilalrukan secara tunai/lunas; 
(2) Retribusi ya;ng sudah di bayar tunai/lunas oleh wajib retribusi, retribusi 

yang dibayarkan tidak bisa diambil kemba.li; 
f3) Bupati atau frejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada 

wajib retribusi untuk rnenunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu 
tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 15 

i I 



BERITA DAERAH KABUPATEN KOKAWE TAHUN 2014 NOMOR: /JI· A 

2014 

2014 
: Unaaha 
: y - LI 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

SEll:.RET ARIS DAl~RAH 
KABUPA~NAWE 

Ilr. ACH D SETIAW'Ali 

: Unaaha 
: C(-U- 

Diundangkan di 
Pada tanggal 

Agar setiap orang clapat: mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati irlti dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Kon.awe. · 

Peraturan Bupatj ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 20 




